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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Kosonan Tunggal

No. | Huruf Nama Nama Keterangan
Arab Latin Latin
1. i Alif - Tidak
dilambangkan
2. < Ba’ B -
3. < Ta’ T -
4, & Sa S s dengan titik di
atas
5. z Jim J -
6. z Ha’ h ha dengan titik di
bawah
7. z Kha’ kh -
8. 3 Dal -
9. A Zal zet dengan titik di
atas
10. B Ra’ r -
11. J Zai z -
12. o Sin S -
13. o Syin sy -
14, o= Sad S es dengan titik di
bawah
15. Ul Dad d de dengan titik di
bawah
16. L Ta t te dengan titik di
bawah




17. L Za z zet dengan titik di
bawah

18. & ‘ain ‘ koma terbalik di

atas

19. ¢ Gain g -

20. - Fa’ f -

21. a Qaf q -

22. &l Kaf k -

23. J Lam I -

24, N Mim m -

25. O Nun n -

26. s Waw w -

27. £ Ha h -

28. e Hamzah ‘ apostrop

29 < Ya’ y -

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis
lengkap
4eal: ditulis Ahmadiyyah
C. Ta’ Marbiitah
1) Transliterasi Ta’ Marbitah hidup atau dengan harakat,
fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau
“h”.
Contoh: kil 8 5 : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri.
2) Transliterasi Ta’ MarbGitah mati dengan “h”
Contoh: 4alk - T{alh}ah
Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan
kedua kata itu terpisah maka ta’ marbatah itu
ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: a3l =24 5, - Raudah al-Janah
3) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.
Contoh: a«le4 : ditulis Jama’ah
4) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
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Contoh:

A ined ditulis Ni’matullah
L ,lBlS ditulis Zakat al-Fitri
D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No. | Tanda Nama Huruf Nama
Vokal Latin

1. |: Fathah a a

2. |- Kasrah i i

3. |2 Dammah u u

Contoh:

€ - kataba «—w - Yazhabu
Jis - Swila 83 - Zukir

b. Vokal Rangkap/ Diftong
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai

berikut:
No. | Tanda Nama Latin Nama
Vokal
1. |.& Fathah dan ya’ | ai adani
2. | .3 Fathah dan | au adanu
waw
Contoh:
S - Kaifa ds>>  -haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat
dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

vil



Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
s Fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
e Kasrah dan ya 1 1 dan garis di
atas
s Dammah dan wau i u dan garis di
atas
Contoh:
O sl : Tuhibbtna
bty : al-Insan
=y : Rama
Ja . qila

. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof

sl o ditulis a antum
<o e o ditulis mu’annas
. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil,

kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh
jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan
(idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut
ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

w

MasyaAllah kana malam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

ol_al: ditulis al-Qur’an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya

Aadl: ditulis as-sayyi’ah

S
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H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan
huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

dasa . Muhammad
a4l . al-Wudd
I. Kata Sandang “J”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf
syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.
Contoh:
ol Al : al-Qur’an
Al : al-Sunnah
J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan
penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf
kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,
dll.
Contoh:
Sl Y al-Imam al-Gazali
& Gl il al-Sab 'u al-Masani
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka
huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:
A e puaai : Nasrun minallahi
Laea ¥4 o Lillahi al-Amr jami’a

K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas ()
atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika
hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:

X



el asle cba) ilhya ‘Ulum al-Di>n
L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,
karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :
) s sl dll o) - wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>zigi>n
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
a. Ditulis kata per kata, atau
b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut
-ditulis syaikh al-1slam atau syaikhul Islam
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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan yang lain).

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.
Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk
menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu
berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nantinya bisa kau
ceritakan.

(Boy Chandra)
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ABSTRAK

PUTRI, ARVA EMILIANA. 2025. Konflik Norma Terkait
Pembebanan Biaya Operasional Dalam Akad Mudharabah (Studi
POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI). Skripsi Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah. UIN. K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M. S. 1.

Mudharabah merupakan istilah pembiayaan permodalan yang
dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha terhadap usaha
tertentu dengan bagi hasil. Dan praktik mudharabah umumnya dilakukan
di lembaga keuangan syariah, dengan berlandaskan pada prinsip syariah
yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil untuk menghindari riba. Oleh
karena itu dalam praktiknya didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam
POJK, KHES, dan Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Namun dalam
rumusan ketiga regulasi tersebut terdapat perbedaan dalam rumusan
ketentuan dalam pembebanan biaya operasional. Dengan demikian
skripsi ditujukan untuk mengetahui mengenai konflik norma yang terjadi
dalam ketiga regulasi tersebut dan akibat yang ditimbulkan dari adanya
konflik norma tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan konseptual, perundangan, dan perbandingan.
Sementara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.
Adapun teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan analisis
deskriptif kualitatif dengan interpretasi dan penarikan kesimpulan
terhadap bahan hukum yang dikumpulkan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadi konflik
norma terhadap ketentuan pembebanan biaya operasional dalam ketiga
peraturan tersebut, serta dengan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan
hukum primer terseu juga ditemukan beberapa konflik norma pada
ketentuan penyerahan modal Mudharabah dan pembagian keuntungan
usaha mudharabah. Adapun akibat hukum yang timbul dari adannya
konflik norma yaitu disfungsi hukum, ketidakpastian hukum, dan tidak
terlaksananya norma hukum secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, KHES, Konflik Norma, POJK,
Mudharabah.
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ABSTRACT

PUTRI, ARVA EMILIANA. 2025. Conflict of Norms Related to
Charging Operational Costs in Mudharabah Contracts (Study of
POJK, KHES, and DSN-MUI Fatwa)". Thesis, Sharia Economic
Law Study Program, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Tarmidzi, M. S. L.

Mudharabah is a term for capital financing carried out by capital
owners and business managers for certain businesses with a profit-
sharing basis. Mudharabah is generally practiced in Islamic financial
institutions, based on sharia principles, namely by implementing a profit-
sharing system to avoid usury. Therefore, in practice it is based on the
provisions of POJK, KHES, and Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000.
However, in the formulation of these three regulations, there are
differences in the formulation of provisions for charging operational
costs. Therefore, this thesis aims to understand the conflicting norms that
occur in these three regulations and the consequences arising from these
conflicting norms.

The research method used is normative juridical, employing
conceptual, legislative, and comparative approaches. Data collection was
conducted through literature review. The data analysis technique
employed was qualitative descriptive analysis, with interpretation and
conclusions drawn from the collected legal materials.

The results of this study indicate that there is a conflict of norms
regarding the provisions for charging operational costs in the three
regulations. Further understanding of the primary legal materials also
reveals several conflicts of norms regarding the provisions for
transferring Mudharabah capital and distributing Mudharabah business
profits. The legal consequences arising from these conflicting norms
include legal dysfunction, legal uncertainty, and the ineffective and
inefficient implementation of legal norms.

Keywords: Conflict of Norms, Fatwa DSN-MUI, KHES, POIJK,
Mudharababh.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian modal kerja untuk menjalankan suatu usaha
tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
hukum Syara' dalam praktik keuangan syariah disebut
mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian mitra kerja yang
terjadi diantara pemilik dana dan pengelola usaha, kemudian
keuntungan dibagi berdasarkan pada nisbah yang sudah
ditetapkan dalam perjanjian.* Dalam perjanjian ini pemilik dana
yang menanggung kerugian, apabila resiko disebabkan oleh
keadaan diluar kesalahan pengelola dana. Sebaliknya pengelola
usaha akan menanggung resiko kerugian, apabila kerugian
disebabkan kelalaian pengelola usaha.

Mudharabah secara teknis merupakan salah satu jenis
kerjasama kemitraan yang pelaksanaanya terdapat unsur
keadilan, kepercayaan, kejujuran, dan kehati-hatian. Keadilan
dalam perjanjian ini memiliki arti bahwa manfaat dari usaha
tersebut harus adil pembagiannya, sehingga tidak menyebabkan
salah satunya lebih diuntungkan. Kepercayaan berarti bahwa
pemilik modal mempercayakan dananya untuk dikelola
sepenuhnya oleh pengelola usaha. Karena peran pemilik modal
dalam akad kerja sama ini sebagai pengawas dan hanya
memberikan saran yang diperlukan untuk keberlangsungan usaha
tersebut.

Kejujuran dalam akad ini sangat penting untuk menjaga
hubungan kemitraan para pihak. Sehingga penting adanya
komunikasi yang terbuka dan jujur antara kedua pihak tentang
usaha yang dijalankan tanpa adanya informasi yang dirahasiakan.
Kehati-hatian dalam kerjasama mudharabah mengharuskan

! Zaenal Arifin, Akad Mudharabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi
Hasil, Indramayu: CV. Adanu abimata, 2021, hal. 41.



kegiatan usaha dilakukan secara hati-hati dan transparan dengan
mempertimbangkan resiko yang dapat terjadi. Sehingga dengan
terpenuhinya keempat unsur tersebut, praktik pembiayaan yang
dilakukan dapat terlaksana dengan baik, dan resiko yang terjadi
dalam akad ini dapat terminimalisir.

Praktik pembiayaan mudharabah umumnya dilakukan di
lembaga keuangan syariah, sebab lembaga keuangan berbasis
syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian berbasis
syariah. Sebagai bagian sistem perekonomian islam, praktik
usaha di lembaga keuangan syariah wajib berlandaskan pada
prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini merujuk pada ketentuan
hukum Islam yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang
dalam menetapkan fatwa terkait syariah.? Dengan ketentuan pada
setiap kegiatan transaksi yang dilakukan harus bebas dari segala
sesuatu yang menggagalkan akad, seperti riba, gharar, haram,
bathil, dan maisir. Karena dapat berdampak pada kegagalan akad
yang dilakukan. Oleh karena itu, sistem bunga tidak diterapkan
dalam praktik di lembaga keuangan syariah.

Sistem bunga tidak diterapkan di lembaga keuangan
syariah, dikarenakan bunga sifatnya sama dengan riba, yang
dalam hukum Islam sangat dilarang untuk melakukan transaksi
keuangan yang diharamkan. Oleh karena itu diperkenalkan
instrumen keuangan yang lebih menekankan pada sistem bagi
hasil sebagai pengganti bunga dalam melakukan mengumpulkan
dan menyediakan pembiayaan. Salah satu instrumen tersebut
mudharabah, yang menjadi solusi alternatif untuk menghindari
penggunaan bunga dalam pembiayaan syariah. Dalam akad ini,
keuntungan yang diperolen dari kegiatan wusaha dibagi
berdasarkan kesepakatan rasio bagi hasil di awal kontrak, bukan
berdasarkan bunga tetap. Prinsip bagi hasil ini mencerminkan
semangat keadilan dan saling berbagi risiko antara pemilik modal
dan pengelola usaha, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

33.

2 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan, (Depok: Kencana, 2017), hal.
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Mudharabah sebagai salah satu produk yang digunakan
dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana di lembaga
keuangan syariah. Dasar hukum pelaksanaan akad mudharabah
mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam POJK, KHES, dan
Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam POJK dijelaskan
mengenai  ketentuan mudharabah, seperti subjek, objek,
pembagian hasil. Kemudian pada KHES dijabarkan mengenai
ketentuan mudharabah secara lebih rinci, yang diatur pada buku
dua pasal 231 sampai pasal 253. Adapun Fatwa DSN-MUI
tersebut menjelaskan prinsip-prinsip umum mudharabah serta
panduan pelaksanaannya dalam konteks operasional lembaga
keuangan syariah.

Ketiga regulasi tersebut merupakan dasar dalam
pengoperasionalan mudharabah di lembaga keuangan syariah.
Dan ketiganya memiliki peran penting dalam mengatur dan
memberikan pedoman pelaksanaan akad, baik secara syariah
maupun secara hukum positif. Namun faktanya dalam POJK,
KHES, dan Fatwa DSN-MUI terdapat konflik dalam rumusan
normanya. Sehingga dengan adanya konflik norma tersebut dapat
menimbulkan ketidakharmonisan dalam praktik
implementasinya.

Adapun konflik norma yang terjadi diantara rumusan
ketiga aturan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel
dibawah ini:

POJK KHES Fatwa DSN-
pasal 24 pasal 247 MUI NO.
07/DSN-
MUI/1VV/2000
Pihak pengelola usaha Biaya Biaya

(mudharib)menyediakan | perjalanan yang | operasional
biaya operasional sesuai | dilakukan oleh | dibebankan
mudharib

dalam rangka
melaksanakan




kesepakatan dalam bisnis kerja kepada
mudharabah.? sama mudharib.?
dibebankan
pada modal
dari shahibul
al-mal.*

Tabel. 1.1 Perbedaan Norma dalam POJK, KHES, dan Fatwa
DSN-MUI

Walaupun ketiga regulasi tersebut berfungsi sebagai dasar
pelaksanaan mudharabah, tetapi dalam ketiga regulasi tersebut
terdapat konflik norma dalam pasal pembebanan biaya
operasional. Adanya konflik norma dalam ketiga regulasi
tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pengoperasionalannya
bahkan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Seperti
resiko timbulnya sengketa antar pihak yang terlibat.
Permasalahan konflik norma dalam ketiga regulasi tersebut juga
dapat mempengaruhi akan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam
pelaksanaan mudharabah. Oleh karena itu, untuk meminimalisir
akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya konflik norma
tersebut perlu dilakukannya harmonisasi norma hukum. Dengan
harmonisasi ketiga regulasi tersebut, jika terdapat permasalahan
dalam pengoperasionalannya akan lebih mudah untuk
menyelesaikannya.

Dengan pertimbangan latar belakang masalah tentang
konflik norma dalam pasal pembebanan biaya operasional pada
akad mudharabah antara POJK, KHES, dan Fatwa Nomor
07/DSN-MUI/1V/2000 ini, peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan  judul “KONFLIK  NORMA  TERKAIT

3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di
Pasar Modal.

4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 75.

> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
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PEMBEBANAN BIAYA OPERASIONAL DALAM AKAD
MUDHARABAH (STUDI POJK, KHES, DAN FATWA
DSN-MUI).

. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian permasalahan yang telah dijabarkan
diatas sebagai landasan pada penelitian ini, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konflik norma tentang pembebanan biaya
operasional dalam akad mudharabah yang diatur melalui
POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI?

2. Bagaimana akibat hukum adanya konflik norma terkait
pembebanan biaya operasional akad mudharabah dalam
POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI?

. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan

sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Untuk menganalisis konflik norma tentang pembebanan
biaya operasional dalam akad mudharabah yang diatur
melalui POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.

2. Untuk menganalisis akibat hukum adanya konflik norma
terkait pembebanan biaya operasional akad mudharabah
dalam POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

. Kegunaan Penelitian

Hasil dari kajian penelitian ini, peneliti berharap agar kajian ini

dapat digunakan dalam dua aspek, sebagaimana berikut ini:

1. Secara teoritis
Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
yang lebih komprehensif mengenai konflik norma dalam
akad mudharabah. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat
digunakan untuk tambahan rujukan tentang permasalahan
konflik norma, sehingga dapat untuk mengembangkan
konsep hukum yang lebih kompleks. Serta kajian ini dapat



menjadi referensi tamabahan bagi penelitian selanjutnya
menegai isu-isu yang serupa dimasa mendatang agar dapat
mencapai hasil yang lebih sempurna.
2. Secara Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa serta masyarakat
dalam menambah pengetahuan mengenai praktik akad
mudharabah. Bagi penyusun kebijakan (stockholder)
penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan
pemikiran dan dapat digunakan sebagai tambahan bahan
perbaikan untuk meminimalisir terjadinya konflik norma.

E. Kerangka Teoritik
Penelitian ini menggunakan tiga teori atau konsep hukum.
Adapun tiga teori atau konsep hukum yang peneliti gunakan
adalah sebagai berikut:

1. Konsep akad mudharabah
Mudharabah secara bahasa arab mempunyai beberapa
istilah, yaitu mudharabah yang dipergunakan oleh orang Irak
dan giradh yang dipakai oleh orang Hijaz. Meskipun berbeda
penyebutan, keduanya mempunyai maksud yang sama, yaitu
menjelaskan mengenai praktik kerja sama diantara dua pihak
atau lebih dalam menjalankan usaha tertentu. Teknis dalam
praktik mudharabah dilakukan dengan shahibul maal
memberikan dana secara seratus persen (keseluruhan dana
dari pemilik dana) dan pihak lainnya bertindak sebagai
pegelola usaha. Umumnya akad ini dilakukan di lembaga
keuangan syariah terutama perbankan syariah, seperti
penghimpunan dana, penyaluran dana, ataupun pelayanan
jasa.® Tabungan, giro, dan deposito dalam sistem keuangan
syariah merupakan contoh produk penghimpunan dana yang
menggunakan skema akad mudharabah mutlagah. Kemudian

6 Muhamad Izazi Nurjaman, dkk., Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan
Praktik di Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 7, no. 1, 2024, hal.
88.
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dalam penyaluran dana, bank berperan sebagai penyedia
modal dan nasabah berperan sebagai pengelola usaha.
Adapun dalam produk pelayanan jasa yaitu pada produk L/C
impor syariah, hal ini berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI
Nomor 34 Tahun 2002 Tentang L/C Impor Syariah.” Pada
pelayanan jasa di produk ini, bank bertindak untuk mengurus
dokumen dan pembayaran atas barang impor yang dibeli dari
eksportir.

Praktik pembiayaan mudharabah menurut para ulama
diperbolehkan, dengan catatan rukun dan syaratnya harus
terpenuhi. Rukun mudharabah meliputi, para pihak terdiri
dari penyedia dana dan pelaksana usaha, modal disediakan
seluruhnya oleh pemilik dana, jenis bisnis yang dilakukan
sesuai dengan hukum Islam, pembagian hasil dilakukan
dengan adil berdasarkan kesepakatan awal perjanjian, dan
pernyataan ijab dan gabul dari kedua belah pihak. Dan syarat
dari mudharabah meliputi, akad, orang yang melaksanakan
sudah dewasa dan paham tentang hukum, modal yang
diberikan jelas jumlahnya dan wajib berbentuk tunai, dan
pembagian keuntungan jelas dan diambil dari keuntungan
usaha tersebut.

2. Teori Hierarki Norma Hukum

Hierarki norma dipelopori olen Adolf merkl dengan
nama teorinya teori dua wajah, yaitu dengan melihat keatas
maka norma tersebut bersumber dari norma diatasnya dan
jika melihat kebawah maka menjadi sumber hukum
dibawahnya. Kemudian teori Merkl ini dikembangkan oleh
Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky. Kelsen
berpendapat bahwa suatu norma disusun secara berjenjang
dengan kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari
kaidah hukum yang lebih tinggi. Dan pendekatan yang
digunakan Kelsen dalam mengembangkan teorinya disebut

" Muhamad Izazi Nurjaman, dkk., Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan
Praktik di Perbankan Syariah, hal. 89.



dengan The Pure Theory of Law.?

Nawiasky menyempurnakan teori Kelsen ini dengan
theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Adapun susunan
norma  dalam teori Nawiasky ini meliputi
staatfundamentalnorm, staatsgrundgesetz, formell gesetz,
dan verordnung en autonome satzung. Dan di Indonesia tata
urutan norma hukum didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini jika dikaitkan dengan teori
hukum berjenjang maka Pancasila sebagai
staatfundamentalnorm, kemudian UUD 1945 dan ketetapan
MPR merupakan konvensi ketatanegaraan dalam aturan
dasar, formell gesetz adalah Undang-Undang, dan
verordnung en autonome satzung adalah peraturan pelaksana
dan otonom.

3. Konsep Konflik Norma Hukum

Teori konflik norma hukum menurut Hans Kelsen
diartikan sebagai suatu permasalahan yang mucul ketika
terdapat dua norma yang tidak sama mengatur satu objek
yang sama, sehingga akibatnya hanya satu norma yang
diberlakukan. Dan Hans Kelsen mengklasifikasikan konflik
norma dalam dua jenis yaitu yang timbul karena adanya
interaksi antar norma dan bersumber dari isi muatan norma
itu sendiri. Dan konflik norma dapat terjadi karena adanya
hubungan interaksi antar norma dalam hierarki norma hukum
yang berlaku. Dimana seharusnya norma yang tersusun
tersebut harusnya dapat saling mendukung, namun tak jarang
juga terjadi konflik di dalamnya.

Adapun penyelesaian konflik norma dapat dilakukan
dengan menggunakan asas derogasi dengan memperhatikan
keberlakuan norma mana yang harus diutamakan. Asas
tersebut meliputi asas lex superior derogat legi inferiori

8 Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori

Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky”, Jurnal llmiah Ilmu Sosial
dan Pendidikan, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 14.
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(hukum yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah),
lex specialis derogat legi generalis (hukum yang khusus
mengesampingkan yang umum), dan lex posterior derogat
legi priori (hukum yang baru mengesampingkan yang lama).®
Dengan mengacu pada ketiga asas tersebut, jika terjadi suatu
pertentangan norma dapat dilakukan untuk menentukan
norma mana yang harus diutamakan dan norma mana yang
harus dikesampingkan.
4. Teori asas-asas pembentukan norma hukum

Norma hukum merupakan dasar petunjuk dalam
mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Dalam
memahami norma hukum, pentingnya untuk memahami
tentang asas pembentukan norma hukum. Asas pembentukan
norma adalah kerangka pemikiran dasar dalam menciptakan
suatu norma. Kemudian, asas-asas tersebut menjadi pedoman
bagi pembuat hukum untuk merumuskan suatu peraturan.
Pembentukan norma didasarkan pada faktor hierarki,
kronologi, dan kekhususan aturan. Menurut Paul Scholten,
asas hukum adalah pemikiran dasar pelaksanaan sistem
hukum.*® Asas ini bukan hanya merujuk terhadap aturan yang
bersifat konkret, namun juga menggambarkan pikiran dasar
yang umum dalam sistem hukum.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan mempunyai tiga fungsi, diantaranya fungsi
normatif, legitimatif, dan aktual. Fungsi normatif diartikan
bahwa asas hukum dijadikan sebagai landasan pengaturan
hukum. Kemudian fungsi legitimatif ini suatu asas ada untuk
memberikan justifikasi atas keberlakuan suatu norma hukum.
Dan aktual dimaksudkan bahwa asas hukum adalah alat untuk

Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior:

Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi
Hukum, hal. 312

10 Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2020), hal 20.
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menilai atau mengevaluasi praktik hukum di masyarakat.
Adapun dalam pembentukan norma hukum, asas hukum
dibedakan menjadi dua, yaitu asas formil dan asas materiil.
Asas formil ini lebih menekankan pada aspek legalitas,
prosedur, dan struktur pembentukannya. Sementara asas
materiil berkaitan denga isi atau subtansi hukum itu dibentuk.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan peninjauan terhadap kajian karya ilmiah
terkait konflik norma mudharabah antara POJK, KHES dan
Fatwa DSN-MUI, peneliti menemukan beberapa kajian karya
ilmiah yang relevan dengan Kkajian penelitian peneliti,
diantaranya:

Naziha Zaidah, dengan skripsi yang berjudul
“Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif KHES,
Fatwa DSN-MUI, dan POJK”. Tahun 2020.1* Skripsi tersebut
mengkaji tentang perbedaan dan persamaan akad mudharabah
pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Tetapi tidak sampai
pada konteks akibat hukum dari perbedaan tersebut.
Persamaannya dengan penelitian peneliti, adalah juga sama
meneliti perbedaan dalam mudharabah. Perbedaannya yaitu
dalam penelitian tersebut hanya disebutkan perbedaan yang
terdapat di KHES dan Fatwa DSN-MUI, tetapi di POJK tidak
disebutkan. Sementara dalam penelitian peneliti selain
disebutkan perbedaan di KHES dan Fatwa DSN-MUI juga
disebutkan perbedaanya di POJK, serta dijelaskan mengenai
akibat hukum dari konflik norma akad tersebut.

Panji Adam Agus Putra, dalam Jurnal yang berjudul
“Kontruksi Akad Mudharabah dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:03/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Deposito”. fastabiq: Jurnal Studi Islam.

11 Naziha Zaidah, “Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif KHES,
Fatwa DSN-MUI, dan POJK”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2020.
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Tahun 2020.*2 Jurnal tersebut menjelaskan bahwa deposito
adalah salah satu produk investasi yang dioperasikan dengan
akad mudharabah. Namun pada praktiknya pengelola dana
melakukan reinvestasi yang menyebabkan terjadi akad
mudharabah bertingkat. Sehingga menjadi pertentangan di
kalangan ulama tentang status hukumnya. Persamaan dengan
penelitian peneliti, adalah fokus pembahasannya, yaitu mengkaji
tentang perbedaan akad mudharabah. Yaitu perbedaan vyaitu,
penelitian ini membahas perbedaan pendapat ulama dalam
menyikapi akad mudharabah bertingkat. Sedangkan dalam
penelitian peneliti membahas mengenai konflik norma terkait
pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah antara
POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.

Siti Choirunnisa, dengan skripsi yang berjudul “Analisis
Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT As-Syafiyah
Kota Gajah Lampung Tengah (Studi Normatif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI)”. Tahun 2016.** Dalam
skripsi tersebut dijelaskan tentang ketidaksesuaian pembagian
bagi hasil mudharabah antara praktik dan peraturanya. Yaitu
didalamnya disebutkan margin keuntungan ditentukan dengan
persentase, dan harus dibayar dalam bentuk nominal bulanan
yang sama. Dan hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang
terdapat pada KHES dan Fatwa DSN-MUI. Persamaan penelitan
ini dengan penelitian peneliti yaitu meneliti hal yang sama
mengenai perbedaan akad mudharabah. Perbedaannya yaitu
dalam penelitian ini meneliti mengenai perbedaan dalam
pembagian nisbah, sedangkan dalam penelitian peneliti
membahas tentang konflik norma terkait pembebanan biaya
operasional dalam akad mudharabah antara POJK, KHES, dan
Fatwa DSN-MUIL.

12 Panji Adam Agus Putra, “Kontruksi Akad Mudharaabah dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Deposito”, Fastabiq: Jurnal Studi Islam, vol. 1, no. 1, 2020, hal. 61-79.

13 Siti Choirunnisa, “Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT
As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah (studi normatif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI”. Skripsi STAIN Jurai Siwo, 2016.
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Fitri Yessy Lestari, Rusdi Sulaiman, dan Rasiam, dalam
jurnal yang berjudul “Mudharabah dalam Studi Komparasi
Menurut POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah”. Journal of Shariah Economic Law. Tahun
2021.** Dalam jurnal tersebut membahas mengenai semua
persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam akad mudharabah
antara POJK No. 53/POJK.04/2015 dengan KHES. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu meneliti objek yang
sama mengenai perbedaan dalam akad mudharabah. Perbedaan
dengan penelitian peneliti yaitu dalam penelitian ini meneliti
mengenai semua perbedaan yang terdapat dalam kedua peraturan
tersebut, sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada
konflik norma terkait pembebanan biaya operasional dalam akad
mudharabah antara POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.

Muslimin, Bintang, Evi Hendri Susanto, Fitria Agusti,
Alfin Dani Arwanto dalam jurnal berjudul “Efektivitas KHES
dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi
Syariah di Indonesia”. Tahun 2022.** Dalam jurnal tersebut
membahas tentang kedudukan KHES dan Fatwa DSN-MUI yang
digunakan sebagai landasan operasional dan penyelesaian
sengketa ekonomi syariah di indonesia. Didalamnya juga
dijelaskan tentang perbedaan norma-norma akad syariah.
Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti
perbedaan norma. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut
disebutkan mengenai perbedaan norma akad syariah lainnya juga
bagaimana efektivitas penerapan akad agar sesuai dengan KHES
dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian peneliti mengkaji
mengenai konflik norma terkait pembebanan biaya operasional
dalam akad mudharabah antara POJK, KHES, dan Fatwa DSN-
MUI.

14 Fitri Yessy Lestari, dkk., “Mudharabah dalam Studi Komparasi Menurut
POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Journal of
Shariah Economic Law, vol 1, no. 1, 2021, hal. 47-63.

15 Muslimin, dkk., “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI Terhadap
Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Tambusai, vol.
6, no. 2, 2022, hal. 8617-8631.
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Ralia Damayanti, Karimatul Khasanah, Novita Nurus
Sa’adah, dalam jurnal berjudul “Konflik Norma dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi terhadap Ketentuan
Akad ljarah)”. Tahun 2024.'¢ Dalam jurnal tersebut membahas
mengenai konflik norma antara KHES dan Fatwa DSN-MUI
pada akad ijarah yaitu pada hal penetapan biaya pemeliharaan
ma’jur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu
sama-sama membahas tentang konflik norma. Dan perbedaan
dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini membahas
mengenai konflik norma pada akad ijarah, sedangkan penelitian
peneliti  membahas tentang konflik norma pada akad
mudharabah.

Alfarisi Hamdani Saleh Seff, dalam skripsi berjudul
“Harmonisasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)”. Tahun 2020.'"
Dalam skripsi tersebut membahas tentang pertentangan pada
akad ijarah, ijarah muntahiyat bit tamlik, dan murabahah.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu fokus
kajian tentang konflik norma. Sementara perbedaan dengan
penelitian peneliti yaitu penelitian ini membahas pertentangan
pada akad ijarah, ijarah muntahiyat bit tamlik, dan murabahah,
sedangkan penelitian peneliti membahas konflik norma pada
akad mudharabah.

16 Ralia Damayanti, Karimatul Khasanah, dan Novita Nurus Sa’adah “Konflik
Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (Studi terhadap Ketentuan Akad Ijarah)”, El-Hisbah Journal
of Islamic Economic Law, vol. 4, no. 2, 2024, hal. 21-34.

17 Alfarisi Hamdani Saleh Seff, Harmonisasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (BAPEPAM-LK), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah, 2020.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian pada kajian penelitian ini, termasuk
kategori yuridis normatif. Dimana fokus kajiannya
dititikberakan terhadap aturan hukum yang berlaku di
masyarakat. Serta informasi dan data yang digunakan
diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pada buku-buku,
dokumen, dan peraturan hukum yang berlaku di
masyarakat.® Selain mendeskripsikan peraturan-peraturan
hukum tersebut, penelitian ini juga menganalisis,
membandingkan dan mengevaluasi peraturan tersebut.
Objek kajian dalam penelitian ini meliputi POJK,
KHES dan Fatwa DSN tentang mudharabah. Dalam
penyusunan  pembahasan  penelitian  ini,  peneliti
menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sebab fokus
kajiannya adalah norma tentang mudharabah sebagai salah
satu alternatif pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah salah satu upaya untuk
menganalisis  permasalahan  yang diteliti.  Dengan
menggunakan pendekatan penelitian, peneliti dapat
memperoleh informasi mengenai isu hukum yang akan
dijawab.’* Dalam penelitian yang dilakukan ini
memanfaatkan tiga jenis pendekatan, diantaranya
pendekatan konseptual, perundangan, dan perbandingan.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang
berfokus pada pembahasan mendalam tentang konsep
hukum. Konsep hukum merupakan yang mendasar dalam
aturan yang ada dan menjadi suatu kebutuhan dalam

18 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,
2020, hal. 48.

19 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tanggerang: Unpam Press, 2018), hal.
82.
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pengembangan upaya hukum.?® Kajian ini menggunakan
pedekatan konseptual, sebab akad mudharabah dan konflik
norma menjadi objek kajiannya. Sehingga penggunaan
pendekatan konseptual ini bertujuan untuk dapat
memperoleh pembahasan mendalam mengenai konflik
norma dalam akad mudharabah.

Dalam penelitian dikarenakan dititikberatkan pada
kajian terhadap norma-norma tentang akad mudharabah,
yaitu POJK, KHES, dn Fatwa DSN-MUI, maka pendekatan
perundang-undangan digunakan sebagai salah satu
pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut dimanfaatkan
untuk menganalisis peraturan yang ada dalam POJK, KHES
dan Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah. Dengan
menelaah terhadap asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan hingga pada struktur norma dalam
hierarkinya.

Pendekatan perbandingan merupakan studi
membandingkan hukum dalam peraturan satu dengan
peraturan lainnya yang tujuannya untuk memperoleh
persamaan dan perbedaan dalam norma huku tersebut.?
Dalam penelitian digunakan pemdekatan perbandingan
sebab untuk membandingkan peraturan tentang pembebanan
biaya operasional pada akad mudharabah dalam POJK,
KHES dan Fatwa DSN-MUI nomor 07/DSN-MUI/1V/2000.
Sehingga penggunaan ketiga pendekatan tersebut bertujuan
untuk memperoleh pembahasan tentang konflik norma
dalam akad mudharabah dan akibat hukum dari konflik
norma tersebut.

3. Sumber data
Kajian penelitian ini termasuk kategori yuridis
normatif, karena penelitian ini titik tumpunya adalah kajian

20Nitaria Angkasa, dkk., Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar,
(Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019), hal. 20.
21 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, hal. 86.
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pustaka, sehingga hanya menggunakan data sekunder.
Adapun data sekunder yang dimanfaatkan, terdiri atas bahan
hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, meliputi
POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI nomor 07/DSN-
MUI/1V/2000, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara
penggunaan bahan hukum sekunder yang digunakan
meliputi buku-buku literatur, artikel, serta ensiklopedia
tentang akad mudharabah yang kegunaanya untuk
menjelaskan, menginterpretasi, dan analisis pada bahan
hukum primer.

. Metode pengumpulan data

Dalam memperoleh data yang digunakan dalam
penelitian ini digunakan metode library research. Studi
pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca,
melihat, mendengarkan, serta menganalisis bahan hukum
yang berhubungan dengan permasalahan pada pembahasan
ini, yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan hukum primer yang digunakan adalah aturan tentang
akad mudharabah, meliputi POJK, KHES dan Fatwa DSN-
MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Bahan hukum sekunder
berupa buku hukum, artikel ilmiah, ensiklopedia, serta media
internet tentang akad mudharabah. Kemudian bahan hukum
yang dikumpulkan tersebut, digunakan sebagai rujukan
dalam menyusun pembahasan pada penelitian.

. Analisis data

Analisis data adalah penggunaan metode dalam
melakukan  penguraian, penafsiran, dan penarikan
kesimpulan dari informasi penting yang tekandung dalam
bahan hukum. Adapun teknik analisis data yang
dipergunakan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu
melakukan interpretasi (menafsirkan) dan analis terhadap
data penelitian, yaitu peraturan dalam POJK, KHES, dan
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Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah. Hal tersebut
bertujuan untuk menginterpretasikan hukum, apakah dalam
peraturan tersebut terdapat kekosongan norma atau konflik
norma hukum. Analisis data dilakukan dengan teknik
penyajian  secara  deskriptif dengan  menguraikan
permasalahan yang ada. Kemudian dibuat kesimpulan
dengan menggunakan bantuan teori dan konsep, dengan
menggunakan teori yang disebutkan vyaitu teori asas
pembentukan norma hukum dan teori harmonisasi hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih rinci terhadap isi pembahasan pada
penelitian ini, maka penulisan kajian penelitian ini disusun dalam
beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN, bab ini berisikan uraian latar
belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat
penelitian; kajian penelitian terdahulu; kerangka teori; metode
penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data,
serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB 1l LANDASAN TEORI, pada bab ini menguraikan
teori dan konsep tentang hierarki norma hukum yang ada di
negara Indonesia, konsep konflik norma mulai dari definisi,
macam-macam konflik norma, hingga penyelesaiannya.
Kemudian dijelaskan tentang asas-asas dalam pembentukan
peraturan perudang-undangan mulai dari pemahaman mengenai
peraturan perundang-undangan, ruang lingkupnya dan asas-asas
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta
konsep akad mudharabah dalam ekonomi syariah, meliputi
definisi akad, dasar hukumnya, jenis-jenis akad mudharabah,
hingga penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan
syariah.

BAB Il TINJAUAN POJK, KHES, DAN FATWA DSN-
MUI NO. 7/DSN-MUI/IV/2000, SERTA KEDUDUKANNYA
DI HUKUM EKONOMI SYARIAH, bab ini berisikan uraian
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pembahasan mengenai POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI
mulai dari definisi, awal terbentuknya, tugas, wewenang, dan
perannya. Dalam bab ini dijelaskan juga mengenai kedudukan
ketiga regulasi tersebut dalam hukum ekonomi syariah.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini menguraikan
pembahasan tentang hasil dan analisis dari penelitian yang
dilakukan, dengan menjelaskan mengenai konflik norma terkait
pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah dalam
POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI. Serta akibat hukum adanya
konflik norma terkait pembebanan biaya operasional akad
mudharabah dalam POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil
menganalisi data yang dilakukan dan memberikan saran untuk
penelitian lebih lanjut.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian penelitian berjudul Konflik Norma

Terkait Pembebanan Biaya Operasional dalam Akad

Mudharabah (Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI),

dengan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah

dirumuskan, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat
disampaikan sebagaimana dibawah ini:

1. Konflik norma dalam akad mudharabah yang terjadi antara
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia diantaranya:

a. Pada penyerahan modal, dalam POJK dijelaskan bahwa
modal dapat diserahkan kepada mudharib secara seluruh
atau sebagaian sesuai kesepakatan, sedangkan dalam
KHES modal harus diserahkan kepada mudharib. Dan
dalam Fatwa modal harus dibayar kepada mudharib
sesuai kesepakatan.

b. Pembagian hasil keuntungan, dalam POJK keuntungan
yang diperoleh pemilik modal tidak boleh ada ketentuan
khusus sedangkan untuk mudharib tidak diatur.
Sementara dalam KHES keuntungan yang diperoleh
shahibul maal dinyatakan secara jelas dan pasti, juga
mudharib  berhak untuk mendapat keuntungan
berdasarkan kerja sama yang di sepakati. Sedangkan
dalam Fatwa keuntungan setiap pihak dinyatakan pada
kotrak disepakati, dan keuntungan yang diperoleh
mudharib buka imbalan dari shahibul maal namun
merupakan keuntungan bersama.

c. Pada pembebanan biaya operasional, dalam POJK
menyatakan biaya operasional ditanggung mudharib
sesuai kesepakatan, sementara pada KHES biaya
operasional dibebankan kepada modal dari shahibul
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maal. Sementara dalam Fatwa disebutkan biaya

operasional dibebankan kepada mudharib.
Demikian dengan meninjau dari Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan pada pasal 8 ayat 1, jika terjadi konflik norma
antara POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI, maka POJK
yang harus diutamakan. Sebab POJK dalam struktur norma
hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang lebih tinggi
dan memiliki kekuatan hukum lebih mengikat dari KHES
dan Fatwa DSN-MUI.

2. Akibat hukum yang terjadi karena adanya konflik norma
yaitu, diantaranya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan
yang berkaitan dengan mudharabah seperti penyerahan
modal dari pemilik modal kepada pengelola usaha,
perbedaan ketentuan dalam pembagian keuntungan, ataupun
penetapan dalam membebankan biaya operasional akad
mudharabah. Kemudian menimbulkan adanya permasalahan
ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan akad karena
adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Serta peraturan
perundang-undangan yang tidak terlaksana dengan baik.
Karenanya dalam penerapannya terjadi kebimbangan antara
peraturan mana Yyang harus diutamakan. Walaupun
umumnya dalam lembaga keuangan syariah landasan hukum
yang digunakan sebagai acuan adalah fatwa DSN-MUI,
namun dimungkinkan juga berpedoman pada ketentuan yang
lainnya seperti POJK dan KHES.

B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, berikut ini beberapa
saran yang sekiranya untuk disampaikan dalam menanggapi
persoalan konflik norma yang terjadi dalam peraturan-peraturan
tersebut:
1. Untuk mahasiswa, Masyarakat, serta peneliti pribadi
penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan
mengenai akad mudharabah serta rujukan tentang
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penyelesian permasalahan konflik norma, sehingga dapat
memberikan pemahaman hukum mengenai konflik norma

Untuk penyusun kebijakan bidang ekonomi syariah pada
masa mendatang, dapat digunakana sebagai tambahan bahan
perbaikan untuk meminimalisir akan terjadinya konflik
norma dengan dimulai perencanaan yang matang dan
komprehensif yang mencangkup akan kebutuhan di
masyarakat dan potensi akan dampak yang dapat
ditimbulkan dari dibentuknya peraturan tersebut. Kemudian
melakukan koordinasi antar lembaga dalam membuat
peraturan-peraturan yang berkaitan tersebut agar harmonis.
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